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KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBLENGMULYO
NOMOR :      Tahun 2023
TENTANG

PENETAPAN NAMA, VISI & MISI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA GEMBLENGMULYO
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA GEMBLENGMULYO
	Menimbang
	:
	Bahwa untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, Desa GEMBLENGMULYO  perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur pemerintah Desa GEMBLENGMULYO, tetapi Pemerintah dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen  masyarakat sipil lainya.

	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penangulangan Bencana.

6. Permendagri No. 46 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

8. Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB.

9. Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Kelurahan Tangguh Bencana.

10. Peraturan Daerah Provinsi nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah.

12. Perda Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Nama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa GEMBLENGMULYO KECAMATAN PANCUR Kabupaten REMBANG  adalah FPRB Desa GEMBLENGMULYO, kemudian nama tersebut melekat sebagai wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di Desa GEMBLENGMULYO yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut diatas. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama sebagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif.

	KEDUA
	:
	Visi dan Misi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa GEMBLENGMULYO KECAMATAN PANCUR Kabupaten REMBANG sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

	KETIGA
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


	
	Ditetapkan di Desa Gemblengmulyo,           Kec.Pancur, Kab. Rembang
Pada Tanggal 12 Agustus  2023
Kepala Desa GEMBLENGMULYO
BUDI SUNGKOWO


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBLENGMULYO
TANGGAL 12 Agustus 2023
NOMOR:   Tahun 2023
TENTANG

PENETAPAN NAMA, VISI & MISI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB) 

DESA GEMBLENGMULYO  KECAMATAN PANCUR
Nama Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa GEMBLENGMULYO KECAMATAN PANCUR adalah FPRB Desa GEMBLENGMULYO, dan nama tersebut akan melekat sebagai wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di Desa GEMBLENGMULYO yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut diatas. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif

VISI

Terwujudnya masyarakat Desa GEMBLENGMULYO yang tanggap, tangguh, dan mandiri secara berdikari dalam menghadapai ancaman bencana.

MISI

1. Mensosialisasikan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat yang ada di Desa GEMBLENGMULYO
2. Mendorong lahirnya relawan-relawan yang peduli dengan pengurangan risiko bencana di Desa GEMBLENGMULYO
3. Meningkatkan kapasitas relawan melalui pelatihan dan pembinaan.

4. Melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di masyarakat.

5. Mendorong adanya pembangunan kelurahan yang berperspektif pada pengurangan risiko bencana.

6. Melakukan respon bencana yang meliputi, peringatan dini, informasi evakuasi dan mobilisasi sumberdaya.

7. Menjalin komunikasi dan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. 

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Pembentukan FPRB Desa GEMBLENGMULYO:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun2005  Tentang  Kelurahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6. Peraturan Presiden Nomor8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

7. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007  Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
8. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB.

11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Kelurahan Tangguh Bencana.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah.

14. Perda Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

PERISTILAHAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risikobencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahayalingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.

4. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

5. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

6. Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.

7. Kemampuan/kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.

8. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.

9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

12. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumber daya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.

13. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu wilayah dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.

14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

16. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak buruk pada masyarakat dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.

17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

18. Rencana Aksi Komunitas merupakan rencana tindak yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Rencana tindak merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana.

19. Rencana Kontinjensi Desa merupakan dokumen perencanaan tingkat desa yang didasarkan pada keadaan darurat yang diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi. Rencana kontijensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk mengurangi korban dan kerugian apabila keadaan darurat yang dimaksudkan terjadi.

20. Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Desa) merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB desa mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis-administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.

21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan awal sarana dan prasarana.

22. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulanganbencana di daerah.

24. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan olehlokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.

25. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengansatuan atau teknik tertentu.

26. Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat padapeta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.

27. Geographic Information System, selanjutnya disebut GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.

28. Peta Landaan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparanancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.

29. Tingkat Ancaman Tsunami adalah potensi timbulnya korban jiwa pada zona ketinggiantertentu pada suatu daerah akibat terjadinya tsunami.

30. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuranfasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibatbencana.

31. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaranmenyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis TingkatAncaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.

32. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secaraspasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.

BAB I

NAMA, KEANGGOTAAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

NAMA

Forum Kerjasama ini dinamakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa GEMBLENGMULYO yang kemudian disingkat FPRB Desa GEMBLENGMULYO.
Pasal 2

KEANGGOTAAN

1. Anggota  FPRB Desa GEMBLENGMULYO adalah masyarakat di wilayah  Desa GEMBLENGMULYO yang mempunyai komitmen terhadap Pengurangan risiko Bencana.

2. Keanggotaan FPRB Desa GEMBLENGMULYO mempunyai komitmen bersama terhadap Pengurangan risiko Bencana. Keanggotaan FPRB Desa GEMBLENGMULYO bersifat terbuka dan tidak mengurangi kewenangan masing-masing anggota.

Pasal 3

WILAYAH KERJA

Wilayah kerja FPRB Desa GEMBLENGMULYO meliputi wilayah Desa GEMBLENGMULYO KECAMATAN PANCUR Kabupaten REMBANG ,dan jika diperlukan dapat dilaksanakan diwilayah lain dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait.

BAB II

TUGAS,FUNGSI,TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas FPRB Desa GEMBLENGMULYO
Untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Desa GEMBLENGMULYO.

2. Fungsi FPRB Desa GEMBLENGMULYO :

a. Memfasilitasi  pengurangan risiko bencana di Desa GEMBLENGMULYO.

b. Perencanaan pengurangan risiko bencana di Desa GEMBLENGMULYO.
c. Memberikan rasa aman, nyaman, ketenangan dan ketentraman kepada masyarakat GEMBLENGMULYO melalui FPRB Desa GEMBLENGMULYO karena sebagai wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di Desa GEMBLENGMULYO yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
d. Menyesuaikan kebijakan dan program pengurangan risiko bencana oleh para anggota.

e. Melakukan koordinasi program dan kegiatan pengurangan risiko bencana antar anggota.

f. Mendorong terwujudnya masyarakat Desa GEMBLENGMULYO tangguh berdikari dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

g. Meningkatkan kemandirian masyarakat Desa GEMBLENGMULYO dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

h. Menyebarluaskan informasi dan komunikasi pengurangan risiko bencana.

i. Sosialisasi kegiatan-kegiatan dalam upaya pengurangan risiko bencana kepada seluruh elemen masyarakat Desa GEMBLENGMULYO.
j. Mediasi konflik kepentingan anggota dalam upaya pengurangan risiko bencana.

k. Kaderisasi dan Inventarisasi relawan penanggulangan bencana di Desa GEMBLENGMULYO (Terlampir).

l. Berkoordinasi dengan Kepala Desa GEMBLENGMULYO dan BPBD Kab. REMBANG dalam upaya fasilitasi pembinaan dan pelatihan relawan.

m. Melakukan kegiatan-kegiatan simulasi evakuasi untuk jenis ancaman tertentu untuk menguji mekanisme peringatan dini, dan rencana evakuasi.

n. Monitoring dan evaluasi kejadian bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Pasal 5

TUJUAN

FPRB Desa GEMBLENGMULYO bertujuan mendukung dan memperkuat upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh para anggota.

Pasal 6

SASARAN

Sasaran FPRB Desa GEMBLENGMULYO adalah :

1. Terwujudnya penguatan kapasitas para anggota, dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2. Terjalinnya kerjasama antar anggota dalam pengelolaan acaman kerentanan, kapasitas lingkungan,politik, serta sosial masyarakat.

BAB III
KEORGANISASIAN, KESEKRETARIATAN, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

KEORGANISASIAN

Kepengurusan FPRB Desa GEMBLENGMULYO terdiri dari:

1. Pembina, Penasehat, dan Pengurus harian.

2. Pembina FPRB Desa GEMBLENGMULYO adalah Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten REMBANG.
3. Penasehat terdiri dari Camat PANCUR dan Kepala Desa GEMBLENGMULYO.
4. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Seksi Kesiapsiagaan, Seksi Advokasi Kebijakan dan Seksi Peningkaan Kapasitas.

Pasal 8

KESEKRETARIATAN

1. Dalam memperlancar kegiatan FPRB Desa GEMBLENGMULYO dapat dibantu oleh kesekretariatan dan POKJA sesuai kebutuhan.

2. Kedudukan Sekretariat FPRB Desa GEMBLENGMULYO berada di  Desa GEMBLENGMULYO.

3. Fungsi Kesekretariatan dan POKJA adalah penyelenggaraan Teknis Operasional.

4. Tugas pokok kesekretariatan :

a. Mengurusi Kegiatan Kesekretariatan;

b. Menjalankan mandat FPRB Desa GEMBLENGMULYO sesuai ruang lingkup yang disepakati;

5. Pengurus harian FPRB Desa GEMBLENGMULYO dipegang atau diampu oleh sekretariat pengurus  terpilih.
Pasal 9

Struktur FPRB Desa GEMBLENGMULYO













Pasal 10
Nama-nama pengurus maupun anggota tersebut diatas sewaktu-waktu dapat berubah.Tergantung dari perubahan Kepengurusan FPRB Desa GEMBLENGMULYO selanjutnya atau pada perubahan selanjutnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

Para anggota memiliki jabatan atau mandat didalam organisasi  yang mencakup tanggung jawab di bidang yang berhubungan  dengan pengurangan risiko bencana.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA adalah:

1. Membentuk kelompok kerja.

2. Menentukan dan menyepakati usulan dari masing – masing POKJA.

3. Mempertimbangkan merekomendasikan memutuskan dan menindaklanjuti usulan-usulan dari POKJA.

4. Mengeluarkan Keputusan tertulisyangdisetujuioleh semua anggota FPRB Desa GEMBLENGMULYO mengenai program dan kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua.

HAK ANGGOTA

Setiap anggota memiliki hak suara, hak memilih dan dipilih dan hak untuk turut serta dalam segala kegiatan FPRB Desa GEMBLENGMULYO.
BAB V

KEKUASAAN

Pasal 13

1. KEKUASAAN TERTINGGI DIPEGANG OLEH RAPAT ANGGOTA, yaitu rapat yang dihadiri oleh para anggota dan pengurus. Pengambilan keputusan berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila tidak mencapai mufakat maka dalam pemungutan suara didasarkan pada suara terbanyak (voting).

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 14

Sumber dana FPRB DESA GEMBLENGMULYO diperoleh dari Swadaya masyarakat, BUMN, BUMD/BUMDES, bantuan Pemerintah Daerah (APBD/APBDES),bantuan pemerintah Pusat (APBN), dan Donatur lainya.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah oleh rapat anggota atas usul yang diajukan oleh anggota paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan anggota.

2. Keputusan perubahan harus disyahkan 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.

BAB VIII

PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Tiap tahapan waktu diadakan pemantuan dan evaluasi untuk memecahkan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan FPRB DESA TRAHAN
BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 17

Pembubaran FPRB DESA GEMBLENGMULYO hanya dapat diputuskan dalam rapat anggota yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan disetujui sekurang kurangya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara seluruh anggota FPRB DESA GEMBLENGMULYO yang hadir.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar  akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan pengurus FPRB DESA GEMBLENGMULYO
2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
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